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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengejawantahan Teori-Teori Kriminologi Dalam
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Di Pengadilan
Negeri Palembang Tahun 2023 )”. Penulis dalam penelitian ini meneliti tentang
kajian Kriminologi dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan
Putusan Pengadilan Negeri Palembang sebanyak 20 perkara kasus di tahun 2023.
Banyaknya kasus pencurian dengan pemberatan di Palembang membuat penulis
tertarik untuk meneliti dengan menggunakan Teori Kriminologi. Maka melalui
penelitian ini penulis membuat dua rumugan masalah yakni Apa pengejawantahan
teori-teori kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan
seperti apa Sanksi Pidana yang di dijatuhkan dalam perkara itu. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum kualitatif secara normatif dengan pendekatan
konten analisis. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa dari unsur-unsur
pemberatan: pencurian yang terjadi pada malam hari sebanyak 15 kasus, dengan
cara merusak dan memanjat sebanyak 13 kasus pencurian yang terjadi pada malam
hari sebanyak 15 kasus, dan dilakukan dua orang atau lebih 11 kasus. Kemudian
diejawantahkan ke lima Teori Kriminologi: asosisasi diferensial, strain, aktivitas
rutin, pilihan rasional, dan lingkungan kriminal. Sanksi Pidana yang di dijatuhkan
dalam setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023 antara lain
pidana penjara selama tiga tahun dua kasus, dua tahun enam bulan satu kasus, dua
tahun lima bulan dua kasus, dua tahun tiga bulan dua kasus, dua tahun dua kasus,
satu tahun lima bulan lima kasus, satu tahun tiga bulan dua kasus, satu tahun dua
bulan satu kasus, satu tahun satu kasus dan 11 bulan satu kasus. Teori Retributif
sebanyak sembilan putusan dan Teori Relatif sebanyak 11 putusan.

Kata Kunci; Kriminologi, Pencurian dengan Pemberatan, Sanksi Pidana

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu

Dr. Hamonanban Albariansyah, S.H., M.H. Is urillah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005 NIP.199404152019032033
Mengetahui,
Ketua Bagi;zﬂukum Pidana
—

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.1968022119951210
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau
pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-
norma yang berlaku.! Pencurian adalah salah satu cara kebanyakan orang agar
menghasilkan uang dengan menjual hasil yang telah diambil. Pencurian merupakan
suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa
bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Tindak pidana
pencurian sebagai kejahatan konvesional sudah ada dan berkembang di dunia ini.
Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih

menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat.?

IiImu yang mempelajari kejahatan disebut kriminologi. Istilah "kriminologi”
dapat merujuk pada ilmu kejahatan atau kriminal karena diciptakan oleh antropolog
Perancis P. Topinard (1830-1911). Kata “crimen” berarti kejahatan atau penjahat,
sedangkan kata “logos” berarti ilmu pengetahuan. Menurut Bonger, kriminologi

adalah ilmu yang mengkaji setiap kejahatan selengkap-lengkapnya.®

1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stesel Pidana, Tindak Pidana,
Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Pemidanaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
him. 2.

2 Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chalig, M khalig, Victim Precipitation Dalam
Tindak Pidana Pencurian (Jawa timur: Duta Media, 2018), him. 4.

% Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : PT Rajawali Pres, 2014),
him.9



Bidang studi yang disebut kriminologi mengkaji kejahatan sebagai
fenomena sosial, termasuk bagaimana hukum dibuat dan dilanggar. Secara umum,
kriminologi berupaya mengkaji kejahatan dari berbagai sudut dengan harapan dapat

memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Para ahli di bidang kriminologi umumnya sepakat bahwa subjek
penyelidikan kriminologi meliputi kejahatan, penjahat, perilaku menyimpang,
pelaku menyimpang, korban kejahatan, dan reaksi formal masyarakat terhadap
perilaku menyimpang baik yang baik maupun yang jahat. Secara khusus,
bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dan bagaimana masyarakat
menanggapi pelaku dan korban kejahatan secara informal. Dengan judul fenomena
sosial, sosiologi mengkaji keseluruhan objek penelitian. Dengan kata lain, studi

kriminologi diperiksa melalui kacamata masyarakat.*

Ketika hukum pidana terbukti tidak efektif, para sarjana mulai mempelajari
pelaku kejahatan itu sendiri, bukan hukum yang berkaitan dengan atau terkait
dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memastikan motivasi perilaku
kriminalnya, baik karena sifat atau keahliannya yang buruk, faktor sosial atau

ekonomi, atau sumber lainnya.

Segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan
yang mengatur masyarakat dianggap sebagai tindak pidana. Secara formal,
kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan hukum pidana, tidak

bermoral dan bertentangan dengan kesusilaan manusia, serta menimbulkan dampak

4 Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro, “Pesepsi Terhadap Tindak Pidana Ditinjau dari
Kepribadian” Jurnal Proyeksi, Vol. 12. 1, (2017), him.31.



negatif yang besar bagi masyarakat. Kejahatan adalah istilah atau sebutan yang
digunakan manusia untuk menyebut perilaku tertentu sebagai buruk. Dalam

pengertian ini, pelaku disebut sebagai penjahat.®

Tindak pidana pencurian termasuk tindak pidana harta benda yang diatur
dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Salah satunya adalah Pasal 362 KUHP yang
menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP
disebut pencurian kualifikasi. R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab UndangUndang
Hukum Pidana) yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut
dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman
pidananya. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang didalam
pelaksanaannya disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan dan ini diatur

dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

(1) Dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terbukti

bersalah.

Jika pencurian disertai dengan keadaan sebagai berikut, yaitu:

5 Romli Atmasasmitha, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, (Bandung : PT Refika
Aditama, 2017), him.10.



1. Pencurian hewan

2. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa
laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan
kereta api, kerusuhan, pemberontakan atau kesengsaraan saat perang,

3. Pencurian di malam hari,

4. Pencurian dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih

5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan
jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu

hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun.®

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan
dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan
yang melawan hukum dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam
pergaulan masyarakat yang baik dan adil sehingga dapat dikatakan bahwa

perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.”

Hakim ialah jabatan tertinggi dalam struktur Lembaga penegakkan Hukum
yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim berperan sangat penting dan sangat

bersentuhan dengan berbagai paradigma peradilan sebagai suatu Lembaga tertinggi

® R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Bogor: Polieta, 1996), him.
250-251
" Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), him. 3.



untuk mencari keadilan bagi masyarakat terutama oleh para pencari keadilan

(justitiabeln) dalam menjatuhkan putusan atau vonis yang seadil-adilnya.

Pemahaman dan penguasaan peranan, tugas, dan fungsi serta kewajiban
hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional,
memungkinkan menghasilkan putusan hakim yang mengandung unsur-unsur
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian
tersebut, akan mencerminkan rasa keadilan kan menghasilakan keadilan bagi
masyarakat, bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila sebagai wujud dan implementasi dalam melaksanakan kekuasaan
kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demi

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.®

Dari segi banyaknya kasus per jenis kejahatan, selama tahun 2020, yang
menjadi kasus tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan sebesar 27,45%,
disusul dengan Narkoba dan Psikotropika sebesar 16,73%, dan penganiayaan
ringan sebesar 12,17%. Sedangkan pada tahun 2021, kejahatan terlapor pada Polda
Sumatera Selatan mencatat kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagai kasus
tertinggi yaitu sebesar 25,29% disusul dengan Narkoba dan Psikotropika sebesar
13,59%, dan penggelapan sebesar 12,06%. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan
perhatian khusus dari pemerintah agar kejahatan tersebut dapat berkurang setiap

tahunnya.®

8 H. Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 2.

® Lintang Afdianti Nurkhasanah, “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sumatera
Selatan” Palembang : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2021, him.31.



Untuk mengetahui berapa banyak Kejahatan yang terjadi di Palembang

dalam tahun 2023, dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Tindak Pidana Sumatera Selatan 2023
Kabupaten/Kota Jumlah Tindak
Pidana 2023
Ogan Komering Ulu 317
Ogan Komering llir 916
Muara Enim 445
Lahat 332
Musi Rawas 298
Musi Banyuasin 888
Banyuasin 531
Ogan Komering Ulu Selatan 162
Ogan Komering Ulu Timur 285
Ogan Ilir 335
Empat Lawang 159
Pali 178
Musi Rawas Utara 109
Palembang 4.489
Prabumulih 519
Pagar Alam 173
Lubuk Linggau 337

Sumber : BPS Sumatera Selatan

Tahun 2022 mencatat 6.515 Tindak Pidana. Pada rilis akhir tahun 2023,
Polda Sumsel mengungkap catatan tindak pidana. Dalam periode tersebut, tercatat
sebanyak 14.849 tindak pidana, mengalami kenaikan signifikan terbesar 56,26%
Tindak Pidana. Kapolda Sumsel Irjen Pol.A.Rachmad Wibowo SIK,
menyampaikan rincian data dan pencapaian dalam rilis tersebut. Penyelesian tidak
pidana juga meningkat drastis dari 5.749 perkara di tahun 2022 menjadi 10.267

pada tahun 2023.°

19 1bid, him.32



Sementara itu, menurut kapolretabes Palembang Kombes Pol Harryo
Sugihhartono saat konferensi pers akhir tahun di Mapolrestabes Palembang,
mengatakan bahwa sebanyak 3.385 perkara telah diselesaikan oleh Polrestabes
Palembang. Jumlah yang berhasil diselesaikan tersebut dari total perkara yang ada
yakni 4.364 kasus. Sebanyak 3.385 kasus yang telah diselesaikan dan 100 lebih

kurang kasus belum dapat diselesaikan.

Kriminalitas yang mendominasi di Kota Palembang merupakan (tiga C)
yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian motor atau Curanmor, dan
pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi semua kriminal yang berkaitan dengan
tiga C tersebut tren penyelesaiannya semuanya meningkat. Bahan kasus pencurian

dengan pemberatan berhasil terselesaikan hingga 100 persen.'?

Beberapa jenis kejahatan pencurian yang terjadi di Palembang, dapat dilihat

dari tabel berikut:

Tabel 1.2.
Jenis Kejahatan Pencurian yang banyak terjadi di Palembang

Jenis Kejahatan

Jumlah Kasus

Jumlah kasus selesai

Curat 352 100% tuntas
Curanmor 327 145 kasus
Curas 141 143 kasus

Sumber : Polrestabes Palembang

11 M.Imam Pramana, “Polrestabes Palembang tangani 3.385 tindak pidana selama tahun
2023 diakses https://www.antaranews.com/berita/3894450/polrestabes-palembang-tangani-3385-
tindak-pidana-selama-tahun-2023 pada 13 juni 2024.

12 M Rizky Pratama, “Polrestabes Palembang Catat 979 Laporan Kriminalitas Masih Jadi
pr besar” diakses https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7119496/polrestabes-palembang-
catat-979-laporan-kriminalitas-masih-jadi-pr-besar pada 13 juni 2024.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa penulis akan
mengkaji dengan melakukan penelitian skripsi di wilayah Palembang dikarenakan
banyak kasus pencurian yang disertai dengan pemberatan terjadi menjadi topik
pembahasan untuk mengetahui mengapa hal tersebut sering terjadi dan
dikategorikan cukup sering terjadi di wilayah Palembang, maka dari itu penulis
tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PENGEJAWANTAHAN TEORI-
TEORI KRIMINOLOGI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN ( STUDI 20 PUTUSAN DI PENGADILAN

NEGERI PALEMBANG )”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam tindak pidana
pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri
Palembang?

2. Bagaimana Sanksi Pidana yang di diterapkan hakim dalam setiap 20

putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih

adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengejawantahan teori-teori
kriminologi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20

putusan Pengadilan Negeri Palembang

2. Untuk mengetahui Sanksi Pidana yang di diterapkan hakim dalam setiap

20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diambil terdiri dari manfaat yang bersifat

teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat positif
pengembangan kajian ilmu pidana, terutama dijadikan referensi untuk

tindak pidana pencurian yang didahului ataupun disertai tindak pidana lain.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat positif
bagi pengembangan kajian ilmu pidana, terutama dijadikan referensi untuk

tindak pidana pencurian yang didahului ataupun disertai tindak pidana lain.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup
penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas
mengenai pembahasan pada Apa pengejawantahan teori-teori kriminologi dalam

tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari 20 putusan Pengadilan Negeri
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Palembang Tahun 2023 dan mengetahui Sanksi Pidana yang di diterapkan dalam

setiap 20 putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2023.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang
akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau
mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
peneliti.’* Beberapa macam teori kriminologi yang dapat digunakan untuk
menganalisis permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dan
juga faktor penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan

diantaranya :

1. Teori Kriminologi

1.1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)
Teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory) dikemukakan
oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun
1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Sutherland
menemukan istilah differential association untuk menjelaskan proses
belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Sutherland
memperkenalkan differential association theory dalam buku principles of
criminology pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca,

menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini,

13 Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Ghalia, 1982), him.
37.
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yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku
kriminal .14

1.2. Teori Tegang (Strain Theory)
Teori kriminologi strain dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun
1938 dan telah menjadi salah satu teori kriminologi yang paling
berpengaruh. Teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu
untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat
menciptakan ketegangan dan frustasi. Merton menyebut ketegangan ini
sebagai "anomie," yang mengacu pada perasaan kebingungan dan Krisis
identitas yang timbul ketika seseorang merasa terhambat dalam mencapai
tujuan sosial yang diinginkan.®®

1.3. Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory)
Teori Aktivitas Rutin dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus
Felson (1979). Teori ini berfokus pada situasi di mana kejahatan terjadi
ketika ada tiga elemen utama: pelaku kejahatan yang termotivasi, target
yang cocok, dan tidak adanya penjaga yang efektif. Pencurian pada malam
hari sering terjadi karena lingkungan cenderung sepi, kurangnya penjaga,
dan rumah atau bisnis yang ditinggalkan tanpa pengawasan.®

1.4. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

14 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : PT Rajawali Pres, 2014),
him.74-75.

15 Clara Jennifer Manullang, Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar”,
Jurnal Unes Law Review, Vol, 5 No.2. (2023). him.3.

16 Hardianto Djanggih dan Nurul Qomar, “Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam
Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, Jurnal Pandecta, Vol, 13 No, 1.(2018). him.13.
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Teori ini pertama kali diajukan pada tahun 1987 oleh Ronald Clarke dan
Derek Cornish. Teori ini merupakan salah satu teori kriminologi yang
berpendapat bahwa individu melakukan kejahatan sebagai hasil dari
keputusan yang dibuat secara rasional. Menurut teori ini, pelaku kejahatan
melakukan evaluasi atas keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan
mereka lakukan sebelum memutuskan untuk bertindak.!’
1.5. Teori Lingkungan Kriminal (Crime Pattern Theory)

Teori Lingkungan Kriminal (Crime Pattern Theory) dikemukakan oleh
Patricia L. Brantingham dan Paul J. Brantingham, dua ahli kriminologi asal
Kanada. Mereka memperkenalkan teori ini pada tahun 1980-an. dalam
kriminologi berfokus pada hubungan antara perilaku kriminal dan
lingkungan fisik serta sosial di mana kejahatan terjadi. Pelaku kejahatan
cenderung melakukan tindakan di area yang familiar atau dekat dengan rute
sehari-hari mereka, seperti tempat tinggal, tempat kerja, atau jalur
perjalanan rutin. Mereka mengidentifikasi area di mana mereka merasa

lebih nyaman dan tahu bagaimana beroperasi dengan risiko yang rendah.*®

2. Teori Tujuan Pemidanaan
Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut
oleh para pakar, yang dasar pimikirannya berkisar pada persoalan-persoalan

mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana.Teori-teori hukum pidana ini

17 Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, (Thafa Media,
Yogyakarta, him 48

18 PJ Brantingham dan PL Brantingham, “Studi tentang Kejahatan dan Pencegahan
Kejahatan”, U.S Department Of Justice, vol 7, No. 1.(1998).him.31-60.



13

ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk
menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (objectief strafrecht)
peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan
hukum pidana, tujuan pemindanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori,

yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan
pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti
memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan
kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Teori absolut ini
juga disebut sebagai teori retribusi.!® Pada pokoknya menurut teori
pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas atas tindak pidana
yang dilakukan oleh pembuat.?® Menurut teori absolut ini, setiap
kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar
menawar.Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan
kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif atau disebut

juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan

19 Masruchin Ruba I, Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, (Malang: IKIP
Malang, 1994), him 5-6.

20 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, him 129.
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mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya
sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekadar untuk
melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempuyai tujuan-tujuan yang
bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap
pembuat adalah penccegahan dilakukannya tindak pidana. Baik
pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun
pencegahan mereka yang sangat mungkim (potential offender)
melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).?

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah
merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana
dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya
dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah
selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari
sebelum menjalani pidana.??

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut
teori gabungan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini
adalah Pellegrino Rossi. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori
sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan

dari pemidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat

2L 1bid, him 7
22 Djoko Prakoso, Hukum Penitensir Di Indonesia, (Bandung: Armico, 1988), him 23.
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kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan
berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang
pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:?®

1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan,
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan,
maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana
dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk
menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban
apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni
mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-
konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan
pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan

serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.?*

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara

pemecahan masalah yang dilakukan dalam melakukan penelitian :

2 Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,
1994), him 19.
24 1bid. him 20.
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1. Jenis Penelitian
Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah
disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka jenis penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum
normatif ialah sebuah proses guna menemukan pengaturan hukum, prinsip
hukum, serta doktrin hukum yang tujuannya untuk menjawab masalah

hukum yang diteliti.?®

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Pada
penelitian ini yaitu bersifat deskriptif yang menerangkan hal tertentu dan
pada saat tertentu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu
sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan undang-undang dapat dilakukan dengan cara menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum
yang sedang diteliti.?® Pada pendekatan ini, penerapannya masih
dianggap memiliki suatu kekurangan bahkan penyimpangan hukum.
Adapun penelitian dalam skripsi ini menganalisis pencurian dengan
pemberatan yang terdapat didalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

%5 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet 1 (Jakarta: Gaung Persada, 2009), him.11.
26 |bid, hlm 93.
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b. Pendekatan Kasus
Pendekatan kasus atau Case Approach adalah suatu pendekatan dengan
cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
sedang dianalisis sehingga terhadap kasus tersebut telah menjadi
putusan yang berkekuatan hukum tetap.?’ Pada pendekatan kasus (Case
Approach), adapun kasus yang dianalisis atau ditelaah sebagai referensi
pada suatu isu hukum seperti pada penelitian ini menggunakan 20
Putusan Pengadilan sebagai bukti untuk menganalisis dengan teori-teori

kriminologi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa
sumber data sekunder. Data sekunder terdiri atas beberapa bahan hukum
yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan
yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas meliputi peraturan
perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat
ketentuan hukum seperti risalah dan putusan hakim.?® Pada penelitian
ini, ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai

berikut:

2" peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him 29.
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1983), him 24.
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1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), LN No. 127
Tahun 1958, TLN No. 1660;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bahan hukum
primer berupa buku-buku dan penelitian di internet seperti jurnal,
artikel, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.?°
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang pada hakikatnya
mempunyai fungsi, antara lain menjelaskan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian, seperti berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lainnya.*°

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yang dilakukan
dengan cara menghimpun, mengecek, menelusuri atau mencari peraturan
perundang-undangan, serta bahan pustaka maupun literatur seperti buku,

dokumen-dokumen resmi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan

29 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him 143.
%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him 41.
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masalah atau kasus yang sedang dibahas yang kemudian diuraikan dan
dianalisis (deskriptif analisis). Sehingga, setelah terkumpul semua bahan
hukum, maka setelah itu melakukan pengelolaan terhadap bahan hukum
tersebut yang kemudian diperoleh bahan hukum yang bersifat primer,
sekunder, maupun tersier.3! Jadi, pengumpulan bahan hukum primer,
sekunder, maupun tersier melalui studi kepustakaan dengan memuat

penjelasan yang bersifat deskriptif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengolahan datanya menggunakan metode
penelitian kualitatif (deskriptif). Dalam metode kualitatif ini penulis
menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan penalaran rasional.
Kemudian penulis menyajikan bahan hukum yang telah diklasifikasi dalam
bentuk narasi yang diuraikan secara deskriptif, agar mendapatkan
pemahaman yang jelas serta dapat dipahami dan dapat menjaab

permasalahan yang akan penulis teliti.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan
cara metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode dalam
penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang

sifatnya umum ke lebih khusus, dilakukan dengan cara dipilah, diolah dan

96.

31 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), him

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT.Grafindo

Media Pratama, 2010), him 98.
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dianalisis dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam menjawab

permasalahan yang ada dalam penulisan atau penelitian ini.*®

33 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, him. 23.
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